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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual   

 1.1 Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual 

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di 

Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. 

Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan 

mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya 

adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Upaya harmonisasi dalam 

bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya 

Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. 

Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyrights atau 

hak cipta. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro 

administratif bernama The United International Bureau For The 

Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan 

nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). Pada 

tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari 

Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.
14

 

Di Indonesia, HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 

sampai sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai 

puncaknya, grafiknya menurun. HAKI akan terbawa terus seiring 

                                                             
14https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/  

diakses pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015; pukul 18.33 WIB. 

https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/
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dengan ilmu-ilmu yang baru seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. 

Peraturan perundangn HAKI di Indonesia dimulai sejak masa 

penjajahan Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet No. 136; 

Staatsblad 1911 No. 313; Industrieel Eigendom Kolonien 1912; 

dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia 

merdeka, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan 

pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 

1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara 

Paten.
15

 

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang 

HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah 

kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama 

mengenai perlindungan HKI pada tahun 1884. Indonesia yang pada 

waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi 

anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection 

of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.
16

 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Negara 

                                                             
15Ibid. 
16http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah. Sekilas Sejarah Perkembangan 

Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Diakses pada hari Selasa, tanggal 13 

Oktober 2015, pukul 17.43 WIB. 

http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah
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Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, seluruh peraturan 

perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku 

selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 10 Mei 

1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.
17

 

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem 

HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik 

Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui 

Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim 

Keppres 34). Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden 

No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, 

Paten, dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan 

tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu 

unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan 

Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Dalam upaya untuk 

menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang 

HKI dengan persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah 

Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan 

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini 

menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan 

                                                             
17Ibid.  
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tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama 

dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.
18

 

1.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim 

“HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk 

Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi 

hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang 

berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk 

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. 

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau 

lahir karena kemampuan intelektual manusia.
19

 

Intellectual Property Rights, merupakan istilah umum 

dalam bahasa Inggris yang biasanya dikaitkan dengan hukum yang 

berkaitan dengan hasil kreativitas intelektual manusia, yang dalam 

tata hukum di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. 

Istilah yang dianggap sebagai padanan kata Intellectual Property 

Rights yang dijumpai dalam tata hukum Indonesia adalah istilah 

hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, dan hak 

milik intelektual.
20

 

                                                             
18Ibid. 
19Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang. 2013. Hal iii.  
20Budi Santoso. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Melindungi Rahasia Perusahaan 

Melalui UU Rahasia Dagang (Trade Secret). Pustaka Magister. Semarang. 2007. Hal 7 dalam Via 

Media. Tesis: Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 

Diponegoro. Semarang. 2008. Hal 30.  
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Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas 

dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “property” 

pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal 

ini timbul karena pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual 

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Secara ringkas hak 

kekayaan intelektual merupakan pendorong bagi pertumbuhan 

perekonomian.
21

  

Banyaknya istilah atau sebutan yang digunakan untuk suatu 

ciptaan atau karya intelektual tersebut tidak akan mengubah 

makna, hanya tentang terjemahannya, sehingga bagi para pencipta 

atau penemu karya boleh menggunakan istilah mana yang 

diinginkan. Di Indonesia, istilah yang sering digunakan oleh 

pembentuk peraturan perundang-undangan adalah Hak Kekayaan 

Intelektual dibandingkan dengan istilah Hak Milik Intelektual, 

sehingga masyarakat juga lebih mengenalnya dengan istilah Hak 

Kekayaan Intelektual.  

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak 

Kekayaan Intelektual, yaitu
22

: 

                                                             
21Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. PT. Alumni. 

Bandung. 2005. Hal 14-15.  
22Anonim. HaKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di 

Indonesia. Departemen Perindustrian. Jakarta. Hal 2 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan 

Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media 

Internet. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makassar. 2012. Hal 8. 
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a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah 

kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan 

karsa yang dihasilkan; 

b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya 

cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri 

atau dilisensikan; 

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah 

menyelenggarakan administrasi hak cipta, paten, merek, desain 

industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak 

Cipta, Paten, dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik adalah yang bisa 

melayani dan bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, 

serta mengerti mengenai segala seluk beluk dalam bidang hak 

kekayaan intelektual sebagaimana yang diharapkan oleh 

masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, 

maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan 

pengembangan, khususnya dalam bidang hak kekayaan 

intelektual.
23

  

1.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual 

                                                             
23http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-

Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum/ 

diakses pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, pukul 20.03 WIB. 

http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum/
http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum/
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Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual terdapat 

dalam beberapa konvensi internasional, perjanjian internasional, 

dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berikut ini 

diantaranya: 

1. Konvensi Internasional 

a. Paris Convention 

Konferensi pertama yang membicarakan 

perlindungan bagi inventor dilakukan di Wina tahun 

1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 1878. 

Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi 

tersebut menyiapkan draft convention (rancangan 

konvensi) pada tahun itu. Paris Convention diubah 

beberapa kali dan terakhir tahun 1967 di Stockholm 

dan diubah lagi tahun 1979. Paris Convention 

berlaku terhadap hak kekayaan industrial (industrial 

property) dalam pengertian luas termasuk paten, 

merek, desain industri, utility models, nama dagang, 

indikasi geografis serta pencegahan persaingan 

curang.
24

 

Pada intinya ketentuan dalam konvensi ini 

mengandung 3 kelompok ketentuan pokok, yaitu
25

: 

                                                             
24Achmad Zen Umar Purba. Op. Cit . Hal 29-30.  
25Frederick Abbott, et.al. The International Intellectual Property System: Commentary 

and Materials. Part One. The Hague: Kluwer Law International. 1999. Page 648-649 dalam 
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i. National Treatment, adalah sebuah prinsip 

bahwa tiap-tiap negara harus saling 

melindungi hak milik intelektual warga 

negara lain dengan memberikan warga 

negara lain hak seperti yang tertuang dalam 

TRIPs Agreement.
26

 

ii. Hak Prioritas (Rights of Priority) 

Hak prioritas diberikan oleh negara dalam 

rangka paten termasuk utility models, merek 

dan desain industri. Prinsip hak prioritas, 

menurut hemat peneliti sangat erat dengan 

prinsip bahwa hak kekayaan intelektual 

adalah kreasi dari hasil olah pikir manusia 

diperuntukkan bagi setiap anggota 

masyarakat, sehingga negara manapun 

seyogianya memberikan kepada 

pembuat/penciptanya hak eksklusif untuk 

jangka waktu tertentu guna mencegah 

pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak 

sah. Jadi bagaimana membuat agar karya 

intelektual yang telah diberi hak di negara si 

                                                                                                                                                                       
Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. PT. Alumni. Bandung. 2005. 

Hal 29-30. 
26https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-

perundang-undangan-indonesia/. Diakses pada hari Selasa, 13 Oktober 2015; pukul 17.55 WIB.  

https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/
https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/
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pembuat/pencipta karya intelektual juga 

dapat diberi hak di negara lain, karena itu 

dilindungi juga di negara lain itu.
27

  

iii. Ketentuan-ketentuan Umum (Common 

Rules) 

Ketentuan-ketentuan umum menyangkut 

berbagai macam ketentuan yang harus 

diikuti oleh semua negara anggota. 

Mengenai institusi administrasi hak 

kekayaan intelektual, tiap-tiap negara harus 

mempunyai kantor pusat yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sehubungan 

dengan bidang-bidang hak kekayaan 

intelektual. 

b. Berne Convention 

Tiga prinsip dasar dalam Berne Convention 

adalah
28

: 

i. Terhadap karya dari satu negara luas atau 

negara dari salah satu peserta perjanjian 

diberikan perlindungan yang sama di tiap 

negara anggota konvensi, sebagaimana yang 

                                                             
27Frederick Abbott, et.al. Op. Cit. Page 608-609. 
28Frederick Abbott, et.al. The International Intellectual Property System: Commentary 

and Materials. Part One. The Hague: Kluwer Law International. 1999. Page 871-872 dalam 

Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. PT. Alumni. Bandung. 2005. 

Hal 44. 
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diberikan kepada karya dari negaranya 

sendiri. Disebut juga prinsip national 

treatment. 

ii. Perlindungan di atas tidak boleh kondisional, 

harus otomatis, maksudnya adalah 

pemberian perlindungan hukum harus 

diberikan secara langsung tanpa harus 

memenuhi syarat apapun. Disebut juga 

prinsip automatic protection. 

iii. Perlindungan independen, adalah bentuk 

perlindungan hukum hak cipta yang 

diberikan tanpa harus bergantung kepada 

pengaturan perlindungan hukum negara asal 

pencipta. Disebut juga prinsip independence 

of protection. 

Berne Convention (1971) termasuk yang dirujuk 

dalam TRIPs setelah Paris Convention. Sesuai 

dengan namanya, Berne Convention mengatur 

mengenai cabang kedua dari hak kekayaan 

intelektual, yaitu hak cipta, dan paralel dengan Paris 

Convention, Berne Convention merupakan pelopor 

kesepakatan internasional di bidang tersebut.
29

 

                                                             
29Achmad Zen Umar Purba. Op. Cit. Hal 44-45. 
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c. Convention for the Protection of Performers, 

Producers of Phonograms and Broadcasting 

Organization (Rome Convention) 

Secara ringkas Rome Convention antara lain 

mengatur hal-hal di bawah ini
30

: 

i. Umum 

Perlindungan di bawah konvensi ini tidak 

akan mempengaruhi karya-karya di bidang 

hak cipta. 

ii. National Treatment 

Mengatur mengenai implementasi konsep 

national treatment yang harus dimuat dalam 

undang-undang negara anggota. 

iii. Pertunjukan yang Dilindungi 

Di sini diatur tentang kondisi yang harus 

dipenuhi agar pertunjukan dapat dilindungi. 

iv. Rekaman Suara yang Dilindungi 

Prinsip national treatment berlaku bagi 

rekaman suara dan juga diterapkan terhadap 

organisasi penyiaran. 

v. Hak Reproduksi bagi Produser Rekaman 

Suara 

                                                             
30Ibid. Hal 53-54. 
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Produser rekaman suara berhak melarang 

reproduksi langsung maupun tidak langsung 

atas rekaman suara mereka. 

vi. Penggunaan Rekaman Suara untuk Kedua 

Kalinya 

Pasal ini mengatur mengenai penggunaan 

rekaman suara untuk kedua kalinya dengan 

kewajiban pembayaran kepada pelaku atau 

produser rekaman suara atau kedua-duanya. 

vii. Hak Minimum Lembaga Penyiaran 

Lembaga penyiaran menikmati hak untuk 

melarang pihak lain menyiarkan kembali 

siaran mereka, penetapan siaran dan 

reproduksi dari hal-hal yang berkaitan 

kepada publik dari siaran televisi mereka 

jika komunikasi tersebut dilakukan di 

tempat-tempat yang dapat dimasuki publik 

dengan membayar.  

viii. Masa Minimum Perlindungan  

Jangka waktu perlindungan sekurang-

kurangnya sampai akhir masa 20 tahun 

dihitung dari 3 alternatif perhitungan, yakni 
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yang didasarkan pada sifat/ jenis masing-

masing objek yang dilindungi. 

ix. Pengecualian 

Ketentuan ini mengatur tentang hak negara 

anggota untuk mengecualikan beberapa 

penggunaan misalnya penggunaan pribadi 

dan penggunaan ringkasan guna pelaporan 

peristiwa tertentu. 

x. Hak Pelaku Perfilman 

Pasal ini mengatur tentang hak pelaku dalam 

bidang perfilman. 

d. Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits (Washington Treaty) 

Pokok-pokok yang diatur dalam Washington Treaty 

adalah sebagai berikut: 

i. Kewajiban memberikan perlindungan bagi 

DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

ii. Bentuk perlindungan 

iii. National treatment 

iv. Lingkup perlindungan 

v. Penggunaan, pendaftaran, dan keterbukaan 

vi. Jangka waktu perlindungan, yaitu berakhir 

minimal delapan tahun 
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vii. Hubungan dengan Paris Convention dan 

Berne Convention 

viii. Masa mulai berlakunya Treaty 

e. GATT 1994 

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa, TRIPs 

merujuk pada Art. XXII dan XXIII GATT 1994.
31

 

Dibawah ini diuraikan sedikit tentang kedua pasal 

TRIPs tersebut. 

i. Article XXII 

Pasal ini mengatur tentang perlunya diambil 

langkah konsultasi sehubungan dengan 

pelaksanaan TRIPs, suatu hal yang 

merupakan prinsip umum yang sudah 

dikenal secara umum luas rangka 

penyelesaian sengketa.  

ii. Article XXIII 

Pasal ini mengantisipasi langka h lanjutan 

atas tidak dilaksanakannya atau 

dilanggarnya tujuan TRIPs sebagai akibat 

dari berbagai hal, misalnya kegagalan salah 

satu negara anggota dalam melaksanakan 

kewajiban berdasarkan TRIPs. 

                                                             
31Ibid. Hal 56  
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f. Understandings on Rules and Procedures 

Governing the Settlement of Disputes (Dispute 

Settlement Understanding/ ”DSU”) 

DSU merupakan satu dokumen yang memuat atau 

mengandung ketentuan tentang penyelesaian 

sengketa.
32

 Dalam kaitan dengan TRIPs, penerapan 

penyelesaian sengketa pertama berdasarkan DSU 

terlihat dalam kasus antara AS dan European Union 

(“EU”) tahun 1996 berkaitan dengan kegagalan 

Jepang melindungi rekaman musik sebelum 1971 

dari praktik pembajakan Jepang kemudian sepakat 

melakukan konsultasi dengan AS dan EU guna 

menyelesaikan masalah ini.
33

  

2. Perjanjian Internasional 

a. TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) – WTO 1994 

Persetujuan TRIPs
34

: 

i. HaKI adalah hak untuk menikmati secara 

ekonomis hasil dari suatu kreativitas, objek 

                                                             
32Ibid. Hal 56 dikutip dari TRIPs, Art. 64 (1). 
33Ernst-Ulrich Petersmann. The GATT/WTO Dispute Settlement System. London: Kluwer 

Law International. 1997. Page 214 dalam Achmad Zen Umar Purba. Hak Kekayaan Intelektual 

Pasca TRIPs. PT. Alumni. Bandung. 2005. Hal 56, 62-63 
34Dikutip dari makalah pada Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Direktorat 

Kemitraan&Inkubator Bisnis di Universitas Indonesia. Rabu, 10 Februari 2010 oleh Agung 

Damarsasongko, S.H., M.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain 

Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Hukum 

dan HAM RI, dengan judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta 

pada Program Komputer. 
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yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya 

yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. HaKI juga memainkan 

peranana penting, yaitu menghasilkan karya 

intelektual, baik invensi di bidang teknologi, 

desain industri, merek dagang, karya musik, 

film, program komputer, dan karya cipta 

lainnya atau hak yang berkaitan dengan hak 

cipta seperti hak penyiaran dari suatu 

performance yang memiliki nilai komersial. 

ii. Keberadaan HaKI memang tidak lepas dari 

kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan 

dengan adanya globalisasi di bidang 

informasi teknologi telah mendorong 

globalisasi usaha untuk memasarkan barang-

barang produksinya dan untuk ini diperlukan 

adanya peningkatan perlindungan hukum 

atas produk dan teknologi yang dihasilkan. 

Prinsip-prinsip pokok TRIPs
35

: 

i. Menetapkan standar minimum untuk 

perlindungan dan penegakan hukum HaKI di 

negara-negara peserta. 

                                                             
35Ibid.  
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ii. Masing-masing negara peserta harus 

melindungi warga negara dari negara peserta 

lainnya. 

iii. Negara-negara peserta diharuskan 

memberikan perlindungan HaKI yang sama 

kepada warga negara peserta lainnya. 

iv. Penegakan hukum yang ketat disertai dengan 

mekanisme penyelesaian perselisihan 

sengketa, yang diikuti dengan hak bagi 

negara yang dirugikan untuk mengambil 

tindakan balasan secara silang. 

Pengaturan HaKI dalam TRIPs 

1) Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan 

Hak Cipta 

2) Merek Dagang 

3) Indikasi Geografis 

4) Desain Industri 

5) Paten 

6) DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

7) Rahasia Dagang 

8) Control of Anti – Competitive Practices in 

contractual licenses 

9) Enforcement. 
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3. Konvensi lainnya yang berkaitan dengan Teknis, antara 

lain: WCT, WPPT, Madrid Protokol, PCT  

4. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai 

HKI, yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman; 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Rahasia Dagang; 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri; 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten (UU Paten); 

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek; dan 

g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta (UUHC)  
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Demikian juga terdapat konvensi yang hanya mengatur satu 

aspek saja, misalnya mengenai hal berikut
36

: 

1. Perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi tahun 

1960, yakni European Agreement on the Protection 

Television Broadcast. 

2. Konvensi Roma mengenai bidang rekaman tahun 1961, 

yakni Convention for the Protection of Phonograms 

Againts Unauthorized Duplication of Their Phonograms. 

3. Konvensi Roma mengenai hak salinan (neighbouring right) 

tahun 1961, yakni International Convention Protection for 

Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 

Organizations. 

4. Agreement for the Protection of Type Faces and Their 

International Deposit di Wina tahun 1973. 

5. Agreement Relating to the Distribution of Programme 

Carrying Signals Transmitted by Satellite di Brusesel tahun 

1974.  

Perlindungan terhadap HAKI akan memberikan kepastian 

hukum dan juga dapat memberikan kepastian hukum dan juga 

dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro 

                                                             
36Endang Purwaningsih. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian 

Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten). Ghalia 

Indonesia. Bogor. 2005. Hal 3.   
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sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan 

R. Djubaedillah sebagai berikut
37

: 

1. Perlindungan HAKI yang kuat dapat memberikan dorongan 

untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna 

memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat 

lagi. 

2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI pada 

dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan 

iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya 

gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra. 

3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI bukan saja 

merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan 

karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro 

merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik 

penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan 

internasional. 

Di sisi lain, demi kepentingan perdagangan, pengaturan hak 

cipta telah menjadi materi penting dalam TRIPs agreement yang 

menyatu dalam GATT/WTO. Selain itu, konsep hak cipta telah 

                                                             
37Muhammad Djumhana&R. Djuboedillah. Aspek-aspek Hukum Desain Industri di 

Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 26 dalam Ranti Fauza Mayana. Perlindungan Desain 

Industri di Indonesia. Grasindo. Jakarta. 2004. Hal 16 
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berkembang menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi 

(natural justice) dan kepentingan masyarakat atau sosial.
38

 

1.4 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 

HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, 

bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. 

Berdasarkan perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan 

Perdagangan (General on Tarrif and Trade disingkat GATT), 

disebutkan bahwa HKI terdiri dari
39

: 

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan; 

2. Merek; 

3. Indikasi Geografis; 

4. Desain Industri; 

5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman; 

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan; 

8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam 

Perjanjian. 

Hingga saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan 

perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup 

memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang 

                                                             
38Endang Purwaningsih. Op. cit. Hal 2.   
39Sabriando Leonal. Tesis: Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Hubungannya 

dengan Praktek Persaingan Usaha Bidang Merek. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Indonesia. Jakarta. 2011. Hal 55-56. 
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dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs. Peraturan perundang-undangan 

yang dimaksud mencakup antara lain
40

: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu; 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan 

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

(UUHC) 

Dari beberapa peraturan perundang-perundangan di bidang hak 

kekayaan intelektual seperti yang telah tercantum di atas, ada yang 

mengalami perubahan, yaitu pada undang-undang hak cipta. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut telah 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta sejak ditetapkannya undang-undang hak cipta yang baru 

tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014. 

Bagaimanapun juga, HKI adalah sesuatu yang unik, baik dari aspek 

sosiologis maupun aspek hukumnya. Keunikan tersebut bisa digambarkan 

dari apa yang dicatat oleh Harold Demsetz berikut:
41

 

                                                             
40Ibid. Hal 56-57. 
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An owner of property rights possesses the consent of fellowmen to 

allow him to act in particular ways. An owner expect the 

community to prevent others from interfering with his actions, … It 

is important to note that property rights convey the rights to benefit 

or harm oneself or other. Harming a competitor by producing 

superior products may be permitted to benefit himself by shooting 

an intruder but be prohibited from selling below a price floor. 

2. Tinjauan Umum Hak Cipta 

 2.1 Sejarah Perkembangan Hak Cipta 

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang 

menganut common law, yakni copyright, sedangkan di Eropa, 

seperti di Perancis dikenal droit d’aueteur dan di Jerman sebagai 

urheberecht. Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini 

melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, 

musisi, dramawan, programmer, dan lain-lain, yakni melindungi 

hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin 

mereproduksi atau meniru hasil karyanya.
42

 

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai 

tumbuh  dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. 

Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. 

Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya 

                                                                                                                                                                       
41Ibid. Hal 59. 
42Endang Purwaningsih. Op. Cit. Hal 1. 
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cipta khususnya karya tulis, dengan mudah diperbanyak secara 

mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright.
43

 

Di Indonesia, keberadaan pengaturan mengenai hak cipta 

dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 

6 Tahun 1982 yang diberlakukan oleh pemerintah untuk 

menggantikan Auteurswet 1912 peninggalan Belanda. Setelah 

Undang-Undang Hak Cipta 1982, berturut-turut dilakukan 

perubahan terhadap undang-undang hak cipta di Indonesia, 

diantaranya Undang-Undang Hak Cipta No.7 Tahun 1987 yang 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

7 Tahun 1987.
44

  

Kemudian berikutnya, seiring perkembangan zaman dan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, undang-undang hak cipta juga 

mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan-perubahan tersebut 

dilakukan agar pengembangan kemampuan intelektual manusia, 

khususnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan 

                                                             
43Yusran Isnaini. Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space. Bogor. Ghalia 

Indonesia. 2009. Hal 8.  
44Ibid. Hal 9. 
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hukum yang memadai, sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan hukum saat ini.   

2.2 Pengertian Hak Cipta 

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat 

secara pribadi terhadap penciptanya. Ketika karya intelektual telah 

berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu 

pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.
45

 Hak cipta 

pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu 

ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena dari 

segi hukum akan sulit untuk mengetahui kapan persisnya suatu 

ciptaan dilahirkan, maka Undang-Undang Hak Cipta menentukan 

bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas 

hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali 

diumumkan.
46

 

Pengertian hak cipta sesuai dengan yang tercantum dalam 

Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                             
45Ibid. Hal 10. 
46Andreas Argo Batoro. Skripsi: Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu 

Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2005. Hal 15. 
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Pengertian hak cipta menurut World Intellectual Property 

Organization adalah copyright is a legal form describing right 

given to creator for the literary and artistic work, yang artinya 

adalah hak cipta merupakan terminologi hukum yang 

menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk 

karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.  

Pengertian hak cipta menurut Copyright Convention 

Universal dalam Pasal V menyatakan bahwa hak cipta meliputi hak 

tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi 

kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi 

perjanjian ini.
47

   

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini 

melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, 

musisi, dramawan, programer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-

hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin 

mereproduksi atau meniru hasil karyanya.
48

 

Secara yuridis, penggunaan istilah hak cipta telah tercantum 

dalam UUHC No. 6 Tahun 1982, UUHC No. 7 Tahun 1987, 

UUHC No. 12 Tahun 1997, UUHC No. 19 Tahun 2002, dan 

                                                             
47OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 1995. Hal 59. 
48Endang Purwaningsih. Loc. Cit. 
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UUHC No. 28 Tahun 2014. Sebagai istilah hak pengarang yang 

dipergunakan dalam Auteurswet 1912. 

 2.3 Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang 

berlaku.
49

 Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih 

dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan 

kepentingan umum. Hak individu dihormati sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum.
50

  

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. 

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta 

otentik atau akta di bawah tangan. Hak cipta dapat beralih atau 

dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Dijadikan milik negara; 

                                                             
49Sophar Maru Hutagalung. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam 

Pembangunan Edisi Pertama. Akademika Pressindo. Jakarta. 1994. Hal 142. 
50Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). PT. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 1995. Hal 33.  
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e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan 

ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang 

yang disebut di dalam akta itu. 

Hak-hak yang terkandung dalam copyright pada dasarnya 

bersifat  economic rights dan moral rights, yang di dalamnya 

tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.
51

 

1. Reproduction rights 

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau 

memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan 

tradisional maupun modern. 

2. Distribution rights 

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak 

menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat 

dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain 

agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat. 

3. Adaptation rights 

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik 

melalui penerjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, 

menggubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. 

Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan 

hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan 

sebagainya. 

                                                             
51Endang Purwaningsih. Op. cit. Hal 4-5. 
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4. Performing rights 

Hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, 

juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan 

dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, 

presentasi, serta penyiaran film, rekaman suara pada TV 

dan radio. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia 

berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran 

pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal kontrol 

terhadap perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan 

hukum. 

5. Cable casting rights 

Cable casting rights, yakni penyiaran yang dijalankan 

operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio 

TV menayangkan program acara komersialnya yang 

disiarkan kepada pelanggan melalui kabel. 

6. Broadcasting rights 

Broadcasting rights, yakni hak untuk menyiarkan dengan 

mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. 

7. Public/social rights 

Hak ini menunjukan bahwa hak cipta di samping sebagai 

hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai 

negara sering disebut sebagai public lending rights, yakni 
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hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan 

lamanya perlindungan hak cipta.   

8. Moral rights 

Moral rights atau hak moral biasanya melindungi 

kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan 

dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk 

mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta 

identitas lainnya pada ciptaannya.  

9. Neighbouring rights 

Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini 

meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, 

produser rekaman, serta lembaga penyiaran yang 

menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini 

dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain 

yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang 

dilindungi oleh hak cipta. 

2.4 Pemegang Hak Cipta 

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa 

yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit 
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(mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya 

sebagai pendukung hak tersebut.
52

 

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan 

yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (the first 

ownership of copyrights).
53

 

Pengertian pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seorang 

atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.   

Sedangkan istilah pemegang hak cipta merujuk kepada 

subjek hukum, yaitu
54

: 

a. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta; 

b. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta 

berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta
55

; 

                                                             
52C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PN. Balai Pustaka. 

Jakarta. 1980. Hal 2 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu 

Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 29 
53Elyta Ras Ginting. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 

2012. Hal 172 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap 

Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 28.  
54Ibid.  
55Dalam tulisan ini, Elyta Ras Ginting menggunakan UUHC No. 19 Tahun 2002. Dalam 

Pasal 3 UUHC No. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait, jauh berbeda 

dengan isi dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002. Penulis menggunakan acuan UUHC 

No. 28 Tahun 2014. 
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c. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta 

berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 

Undang-undang Hak Cipta
56

; atau 

d. Ahli waris dari pencipta. 

 2.5 Pembatasan Dalam Hak Cipta 

Hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta pada 

khususnya juga memiliki batasan mengenai hal-hal apa sajakah 

yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta atau bukan. Sesuai 

dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran 

Hak Cipta meliputi: 

a.  Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ 

atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan 

oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 

pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika 

terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, 

                                                             
56Dalam poin ini juga menggunakan UUHC No. 19 Tahun 2002. Dalam Pasal 45 UUHC 

No. 28 Tahun 2014 tidak membahas mengenai lisensi seperti yang terdapat dalam Pasal 45 UUHC 

No. 19 Tahun 2002. Penulis menggunakan acuan UUHC No. 28 Tahun 2014. 
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Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

Penggandaan; 

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun 

sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan 

surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan 

ketentuan sumbernya harus disebutkan secara 

lengkap; atau 

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta 

melalui media teknologi informasi dan komunikasi 

yang bersifat tidak komersial dan/atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau 

Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau 

Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, 

mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan 

Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan 

martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 2.6 Pelanggaran Hak Cipta 
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Berbagai macam bentuk pelanggaran hak kekayaan 

intelektual sudah tak terhitung lagi jumlahnya, terutama untuk 

pelanggaran hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi jika 

penggunaan materi suatu hak cipta digunakan tanpa seizin 

pemegang atau pemilik hak cipta tersebut.  

Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang 

menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap 

berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai 

berikut
57

: 

a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan 

dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang 

sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak; 

b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena 

suatu domain name atau website dapat diakses oleh setiap 

orang secara global; 

c. Prosedur acara antar negara dalam menangani pelanggaran 

atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa 

pelaku dan kapan terjadinya (tempus delicti) serta 

menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (locus 

delicti) masih bervariasi; 

                                                             
57Elyta Ras Ginting. Hukum Hak Cipta Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 

2012. Hal 196 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap 

Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 40-41. 
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d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk 

dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain 

meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi; 

e. Tidak hanya economic rights dari pemegang hak cipta yang 

dilanggar, tetapi juga moral rights dari pencipta; 

f. Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan 

berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk 

melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus 

operandi dengan menggunakan teknologi canggih; 

g. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan 

framing ataupun melakukan link pada suatu situs yang 

berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat 

diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.  

 2.7 Karya-karya yang Dilindungi 

Mengenai karya-karya atau ciptaan yang dilindungi sudah 

tercantum dengan jelas dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu meliputi: 

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, 

dan semua hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 



51 
 

  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan 

dan ilmu pengetahuan; 

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, 

dan pantomim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau 

kolase; 

g. Karya seni terapan; 

h. Karya arsitektur; 

i. Peta; 

j. Karya seni batik atau seni motif lainnya; 

k. Karya fotografi; 

l. Potret; 

m. Karya sinematrografi; 

n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, 

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari 

hasil transformasi; 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau 

modifikasi ekspresi budaya tradisional; 

p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang 

dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media 

lainnya; 
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q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli; 

r. Permainan video; 

s. Program Komputer.  

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n 

dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi 

Hak Cipta atas Ciptaan asli. 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau 

belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam 

bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan 

tersebut.  

 2.8 Royalti 

Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris Oxford 

adalah “a sum of money that is paid who has written a book, piece 

of music, etc.”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, 

pencipta musik, dan lain-lain.
58

 Sedangkan pengertian royalti 

menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah uang jasa yang 

dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang 

diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang 

                                                             
58Hornby. Oxford advance Learner’s Dictionary Of Current English. Oxford University 

Press. 2005. Hal 1327 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu 

Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 49. 
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(perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang 

(perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut
59

. 

Pengaturan mengenai royalti telah tercantum dalam Pasal 1 

angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, yaitu:  

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi 

suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta 

atau pemilik hak terkait.” 

3 Internet 

 3.1 Pengertian Internet 

Secara harfiah, internet (kependekan dari „interconnected-

networking’) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama 

lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer 

untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Internet 

merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. 

Komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling 

berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut 

internet.
60

 

                                                             
59Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi Keempat. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama. 

2008. Hal 1184 dalam Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap 

Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 49-50. 
60Linda Agustina. Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website 

Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet. Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin. Makassar. 2012. Hal 53. 
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Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan 

dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Hal 

tersebut meliputi berbagai komponen, termasuk di dalamnya sistem 

node komputer dan web servers yang tersebar di seluruh dunia dan 

dihubungkan oleh sistem operator dan service provider. Sebagai 

suatu bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi, internet memiliki beberapa karakteristik yang 

berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk 

bidang hukum.
61

 

 3.2 Pengertian YouTube  

Pengertian YouTube adalah sebuah situs website video 

sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat 

memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. 

Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), 

film, televisi, serta video buatan para penggunanya yang sengaja 

diunggah ke YouTube.
62

  

Tidak sedikit orang-orang yang menjadi terkenal hanya 

dengan mengunggah video mereka di YouTube. Sebab itulah 

YouTube menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin 

mencoba peruntungan. Ambil saja contoh Justin Bieber untuk artis 

                                                             
61Yusran Isnaini. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space. Ghalia Indonesia. 

Bogor. 2009. Hal 24-25.  
62http://www.pakaronline.com/youtube/mengenal-youtube-dan-manfaat-video-online/. 

Diakses pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015, pukul 23.56 WIB. 

http://www.pakaronline.com/youtube/mengenal-youtube-dan-manfaat-video-online/
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dari luar negeri atau Sinta dan Jojo yang berasal dari Indonesia dan 

mereka bisa berhasil menjadi terkenal seperti sekarang berkat 

YouTube dan juga penggunanya yang membuat video-video 

mereka menjadi viral dan menarik perhatian para produser 

rekaman.
63

 

Beberapa manfaat YouTube selain sebagai media hiburan 

juga bisa sebagai sarana iklan gratis bagi yang menjalankan sebuah 

usaha, selain itu juga bisa sebagai sarana berbagi bermacam-

macam ilmu, misalnya saja ilmu memasak, menjahit, memainkan 

alat musik, dan lain-lain tanpa mengeluarkan banyak biaya. Namun 

dibalik manfaat positif tersebut juga pasti ada kekurangan yang 

dapat membahayakan pengguna YouTube. Misalnya saja tentang 

informasi yang menyesatkan. Hal tersebut dapat kita lihat dari 

banyaknya komentar yang diberikan oleh para pengguna YouTube 

tentang video tersebut.   

 3.3 Pengertian Cover Lagu 

Pengertian cover lagu dalam konteks ini bukan merujuk 

pada sampul album seperti kaset, VCD, DVD, maupun piringan 

hitam, akan tetapi pengertian cover lagu disini akan merujuk pada 

sebuah kegiatan dalam media internet, seperti Soundclouds, Smule, 

dan YouTube. Cover lagu ialah suatu kegiatan menyanyikan atau 

                                                             
63http://mantuidaman.blogspot.co.id/2012/pengertian-manfaat-dan-

kekurangan.html?m=1. Diakses pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015, pukul 23.58 WIB.  

http://mantuidaman.blogspot.co.id/2012/pengertian-manfaat-dan-kekurangan.html?m=1
http://mantuidaman.blogspot.co.id/2012/pengertian-manfaat-dan-kekurangan.html?m=1
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memainkan kembali lagu-lagu atau musik dari para penyanyi 

terkenal dengan gaya menyanyi yang berbeda dari penyanyi 

aslinya. Biasanya sudah ditambahkan unsur aransemen lagu dalam 

cover lagu tersebut. Orang yang melakukan cover tersebut tidak 

hanya sekedar menyanyi tetapi juga membuat video clip dari lagu 

yang dinyanyikan ulang tersebut, bisa dengan sebuah parodi dan 

lain-lain. Dalam YouTube, bentuk cover lagu berupa suara dan 

gambar yang berupa video (audio visual), sedangkan dalam 

Soundclouds dan Smule bentuk cover lagu hanya berupa suara.  

3.4 Pengertian Google AdSense 

  Dalam dunia internet, orang-orang yang terbiasa berkutat 

dengan media sosial seperti Facebook, Blog, YouTube, dan 

berbagai media sosial lainnya pasti sudah tidak asing lagi dengan 

istilah Google AdSense. Google AdSense ini adalah program 

kerjasama periklanan internet yang disediakan oleh Google untuk 

memfasilitasi para publisher untuk memasang atau 

mempromosikan iklan para advertiser yang sudah terdaftar di 

Google pada Blog atau situs yang mereka miliki. Melalui media 

iklan, Google menyediakan layanan khusus untuk memfasilitasi 

para pengiklan atau advertiser untuk mempromosikan produk atau 

perusahaan yang mereka miliki. Google dengan berbagai cara dan 

dengan memanfaatkan teknologi internet akan berusaha untuk 

menyampaikan dan mempromosikan iklan para pengiklan kepada 
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konsumen yang tepat sesuai dengan kriteria dan kategori iklan 

yang dipilih.
64

 

                                                             
64http://strukturkode.blogspot.co.id/2014/12/google-adsense.html?m=1. Diakses pada hari 

Jumat, 8 Januari 2016; pukul 12.54 WIB.  

http://strukturkode.blogspot.co.id/2014/12/google-adsense.html?m=1

